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Abstrct
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis perspektif pemrakarsa kebijakan (the center), pejabat-pejabat pelaksana dilapangan (the periphery), dan kelompok sasaran kebijakan (target group) dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima kota Manado. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.Teknik analisis data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan relokasi pedagang kaki lima (Perda Kota Manado No. 18 Tahun 2002) tidak sesuai lagi dengan Perpres No. 125 Tahun 2012 dan Permendagri No. 41 Tahun 2012, kemanfaatan sosial yang masih belum proporsional, sikap inkosistensi PKL terhadap aturan, serta perilaku aparat pelaksana lapangan yang cenderung transaksional. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Manado (Perda Kota Manado No. 18 Tahun 2002) sudah tidak sesuai dengan peraturan di tingkat nasional. Disarankan,  Perda Kota Manado No. 18 Tahun 2002 perlu di tinjau kembali , juga perlu adanya penerapan zonafikasi, desiminasi kebijakan, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh Pemerintah Kota Manado.
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PENDAHULUAN
Penataan pedagang kaki lima (PKL) merupakan problematika yang tidak kunjung selesai dan terus berkembang di Kota Manado. Hal tersebut dikarenakan bahwa masalah penataan PKL merupakan isu publik (public issue) yang menimbulkan kendala/hambatan bagi Pemerintah Kota Manado dalam dalam memanifestasikan kebersihan dan keindahan tata ruang wilayah kota. Lokasi-lokasi yang memiliki akseptabilitas tinggi seperti trotoar, ruang terbukadan ruang kota lainnya yang seyogyanya diperuntukkan bagi kepentingan umum (public interest) telah berubah fungsi menjadi wilayah atau domain bagi aktifitas dagang Pedagang Kaki lima (PKL). 
Dari hasil observasi lapangan, kawasan pusat kota(eks Pasar 45) masih merupakan wilayah primadona bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Di beberapa titik kawasan eks Pasar 45 di pusat Kota Manado, masih saja dijumpai PKL yang menjalankan aktifitasnya,terutama di Jalan Sam Ratulangi, yaitu di Kawasan Multi Mart Departemen Store. Pemerintah Kota Manado telah berupaya memberikan solusi terkait permasalahan penataan PKL dengan mengimplementasikan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 18 Tahun 2002. 
Dalam realita di lapangan, implementasi kebijakan relokasi masih banyak menyisakan permasalahan-permasalahan.Pertama, kepatuhan para PKL terhadap kebijakan ini sangat rendah, dimana mereka masih didapati kembali berjualan diruang-ruang publik terutama di depan supermarket, trotoar, dan di emperan pertokoan  yang dilarang Pemerintah Kota. Kedua, pihak aparat terkesan membiarkan aktivitas PKL yang menempati sarana publik dan tidak tegas terhadap penegakan aturan mengenai sanksi bagi PKL yang melanggar aturan. Berangkat dari kerangka pikir diatas, maka muncullah gagasan dari peneliti untuk  mengkaji permasalahan mengenai implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Manado. 

TINJAUAN PUSTAKA
Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta, yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.Hal yang senada juga di ungkapkan Drucker (Eriza, 2006)bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang di lakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di gariskan terlebih dahulu. Ada pun Wibawa (Tangkilisan, 2003) menyatakan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat di realisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. 
Menurut Mazmanian danSabatier (Wahab 2002), dalam menilai suatu implementasi kebijakanada 3 (tiga) sudut pandang yang digunakan yakni, pemrakarsa kebijakan (the center atau pusat), pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (the periphery) serta kelompok sasaran (target group). Menurut Wahab (2002), model-model implementasi kebijakan terdiri dari model implementasi kebijakan top-down, model proses implementasi kebijakan dan model kerangka analisis implementasi.
Secara etimologis, istilah “relokasi” berasal dari kata dalam bahasa asing “relocation” (menempatkan kembali). “Relocation” ini punya sinonim dengan kata “sittuation” (situasi, keadaan).Jadisecara harafiah, istilah relokasi memiliki arti yaitu menempatkan kembali sesuatu ke dalam situasi tertentu. Namun, jika relokasi disandingkan dengan kebijakan publik dan pedagang kaki lima (PKL), maka maknanya akan jauh lebih luas. Menurut Sethurahman (1991), bahwa istilah pedagang kaki lima biasanya untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang, kelompok maupun individu masyarakat yang masuk ke kota dan bertujuan untuk mencari kesempatan bekerja serta pendapatan daripada memperoleh keuntungan.  
Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) dapat diartikan sebagai suatu tindakan dari pemerintah untuk memindahkan kembali para PKL yang melakukan aktifitasnya dari lokasi-lokasi publik terlarang ke lokasi-lokasi khusus dengan tujuan menjadikan PKL lebih tertata lewat berbagai aturan-aturan dan pembinaan. Kebijakan ini tidak terlepas atau terkait pada peraturan perundang-undangan, diantara yaituPeraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan PKL serta Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002.


METODOLOGI  PENELITIAN
Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif.Ada pun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dandata sekunder. Cara untuk memperoleh informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan prosedur purposive samplingdengan total informan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang.Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode atau teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data (display data serta kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Perspektif Pemrakarsa Kebijakan (The Center)dalam Implementasi Kebijakan Relokasi PKL di Kota Manado.Yang dimaksud pemrakarsa kebijakan (the center) di sini ialah pejabat dari lembaga-lembaga atasan menurut jenjang struktur organisasi yang mempunyai wewenang untuk melakukan kontrol terhadap kewenangan hukum dan sumber keuangan dari pejabat pelaksana lapangan (the periphery) yang meliputi badan legislatif, badan eksekutif puncak dan badan pengadilandi tingkat pusat. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, mereka adalah pejabat atau pimpinan yang berasal dari DPRD Kota Manado, Pemerintah Kota Manado dan  serta Pejabat PD Pasar Kota Manado.
Menurut Mazmanian dan Sabatier (1979), tujuan-tujuan kebijakan yang di rumuskan dengan cermat dan jelas sesuai dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi kebijakan. Tujuan kebijakan yang jelas dapat pula berperan selaku sumber-sumber bagi para aktor/ pelaku yang terlibat, baik aktor-aktor yang berada di dalam lembaga-lembaga maupun yang berada di luar lembaga-lembaga tersebut.
Dari hasil wawancara dengan LK di ketahui bahwa kebijakan relokasi PKL yang di buat oleh DPRD dan Pemerintah Kota Manado di tujukan untuk mengadakan pengawasan  terhadap aktifitas PKL sehingga upaya untuk mempertahankan piala Adipura dapat di raih oleh Pemerintah Kota Manado.  Selain itu, hasil wawancara menggambarkan apa yang di nyatakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1979), bahwa tujuan kebijakan yang jelas dapat berperan selaku sumber bagi para aktor/pelaku yang terlibat, baik aktor-aktor yang berada di dalam lembaga-lembaga maupun yang berada di luar lembaga-lembaga tersebut. Artinya tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan relokasi PKL (Perda Kota Manado No. 18 Tahun 2002) telah menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi baik dari Pemerintah dan DPRD Kota Manado sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaan kebijakan kebijakan relokasi PKL. 
Kecenderungan masyarakat sekarang lebih praktis dalam membeli, baik barang/produk maupun mekanisme penjualannya. Contoh, PKL makanan dan minuman ringan berjualan pada zona dan waktu tetap yang di izinkan maka pengunjung lebih memilih untuk membeli pada PKL ketimbang membeli ke toko. Peniliti menilai walaupun perlunya zonafikasi dalam kebijakan relokasi PKL yaitu pengaturan area, waktu, produk dan mekanisme berjualan PKL. Dengan adanya zonafikasi tersebut maka manfaat yang dapat di lihat dan dirasakan yaitu: pertama, akan memudahkan masyarakat konsumen untuk mengakses kebutuhan yang dijajakan oleh PKL. Kedua, zonafikasi menjamin lancarnya penarikan retribusi dan iuran terhadap PKL. Jika PKL terpencar-pencar, tidak terzonafikasi dengan baik maka akan menyulitkan petugas dalam menagih retribusi dan iuran. Yang perlu di perhatikan dalam zonafikasi yaitu perlu adanya penataan jenis dagangan agar lebih terlihat apik dan juga tidak boleh ada PKL yang bermukim di tempat tersebut karna hal itu dapat merusak zonafikasi dan menimbulkan masalah-masalah baru. 
Oleh karena itu, dalam menjamin tercapainya tujuan kebijakan publik, pemrakarsa kebijakan (the center) perlu mempertimbangkan tentang nilai-nilai dasar yang berlaku dan diterima secara umum oleh publik atau masyarakat.Nilai-nilai dasar ini meliputi nilai kebenaran, nilai kebebasan, nilai keadilan, nilai ketertiban umum, nilai kesamaan, serta nilai kesejahteraan.Nilai-nilai dasar ini disebut Denhardt (1988) sebagai “six great ideas” atau enam nilai-nilai besar (Keban, 2002).
Kebijakan relokasi PKL ini turut membantu Pemerintah Kota Manado untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di perkotaan. RT berasumsi, bahwa melalui kebijakan ini, PKL yang walaupun pada umumnya merupakan angkatan kerja  dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah dan tingkat keahlian yang belum memadai namun tetap di yakini akan dapat membuka lapangan-lapangan kerja yang baru.  Perda Kota Manado No 18 Tahun 2002 sebagai kebijakan Pemerintah Kota Manado dalam merelokasi PKL sudah tidak sesuai dengan tingkatan hierarki norma hukum di Indonesia yang tertuang dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966.  Berdasarkan TAP MPRS No. XX Tahun 1966 tersebut, materi atau isi dalam Perda Kota Manado No. 18 Tahun 2002 sudah tidak valid lagi dengan peraturan pelaksana undang-undang diatasnya yaitu Perpres No. 125 Tahun 2012 dan Permendagri No. 41 Tahun 2012. Oleh karena itu perlu dicermati oleh Pemerintah Kota Manado dengan melakukan harmonisasi terhadap Perda Kota Manado No. 18 Tahun 2002 dengan memperhatikan syarat-syarat ketentuan yang berlaku sehingga kebijakan publik ini dipersepsikan oleh kelompok sasaran maupun  pihak-pihak pembuat kebijakan lainnya (policy makers) punya kekuatan hukum yang mengikat serta kesahilan atau validitasnya tidak perlu di ragukan lagi. 
Kemudian, pada satu sisi, penerapan kebijakan relokasi PKL (Perda Kota Manado No 18 Tahun 2002) oleh Pemerintah Kota Manado bukan semata-mata hanya di tujukan untuk membuat Kota Manado terlihat elok dan bersih agar dapat mendapatkan penghargaan adipura. Namun di sisi lain, seyogyanya kebijakan ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan (pendapatan ekonomi) PKL sehingga mereka dengan lapisan masyarakat Kota Manado lainnya beroleh peluang dan kesempatan yang sama sebagai warga Negara dalam mencapai tingkat kehidupan yang lebih layak.  Dengan demikian, melalui implementasi kebijakan relokasi PKL, Pemerintah Kota Manado dapat memaksimalkan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakatnya.
1.	Analisis Pejabat-Pejabat Pelaksana di Lapangan (The Periphery) dalam Implementasi Kebijakan Relokasi PKL di Kota Manado
Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (the periphery)adalah individu-individu dari badan pemerintah pelaksana kebijakan di tingkat bawah yang berperan sebagai eksekutor dari kebijakan-kebijakan publik yang di buat oleh pemrakarsa kebijakan (the center) yang merupakan pemegang otoritas kebijakan publik ditingkat pusat.Dalam konteks penelitian ini, yang di maksud pejabat pelaksana di lapangan (the periphery) adalah Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado.
Bagaimanapun baiknya suatu peraturan kebijakan dasar lainnya menstrukturkan proses keputusan formal, upaya pencapaian tujuan resmi yang di maksudkan untuk mengubah perilaku kelompok sasaran tidak akan membawa hasil yang di harapkan, terkecuali kalau para pejabat dalam badan-badan pelaksana, memilih kesepakatan (komitmen) yang tinggi terhadap upaya pencapaian tujuan tersebut(Mazmanian dan Sabatier, 1979).
Dari hasil wawancara di temukan adanya pola perilaku menyimpang yaitu ketidakpatuhan oknum-oknum tertentu dari aparat POL-PP terhadap aturan resmi dari kebijakan relokasi PKL.  Jika perilaku ketidakpatuhan oknum tertentu dari aparat POL-PP terus di biarkan maka yang terjadi adalah terbentuknya  persepsi dan sikap ketidakpatuhan pada kelompok sasaran kebijakan (PKL).  Betapapun baiknya tujuan-tujuan resmi yang dikandung dalam kebijakan relokasi PKL tersebut, maka tidak akan mungkin terimplementasikan dengan baik jika masih saja ada oknum tertentu dari POL-PP sebagai pejabat pelaksana di lapangan (the periphery)yang memiliki komitmen yang rendah, yang tidak mau berusaha secara keras untuk menjalankan prosedur-prosedur kerja serta menegakkan pencapaian tujuan-tujuan resmi dari kebijakan relokasi PKL tersebut. 
Selain itu, ketidakpatuhan oknum tertentu dari aparat POL-PP akan berdampak pada timbulnya opini publik bahwa kebijakan relokasi PKL ini merupakan kebijakan yang tidak tegas, transaksional, sehingga pada akhirnya dukungan publik terhadap kebijakan relokasi PKL ini menjadi semakin berkurang.
Untuk meminimalisir timbulnya opini-opini negatif publik dan untuk meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan relokasi PKL seperti yang diuraikan diatas, menurut  Bardach (1977), metode yang harus ditempuh yaitu adanya tindakan dari individu-individu pemrakarsa kebijakan baik dari pihak legislatif dan eksekutif yang berperan menjadi “fixer” (penentu) untuk mengontrol dari dekat dan siap melakukan intervensi setiap saat terhadap proses implementasi kebijakan publik serta perilaku para pelaksana kebijakan. 
Dari hasil wawancara di ketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan relokasi PKL di Kota Manado salah satunya di tentukan oleh adanya dukungan antar lembaga baik eksekutif dan legislatif  yang bersangkut-paut dengan kebijakan relokasi PKL, mereka adalah pejabat-pejabat tinggi dan terkemuka yang berasal dari Pemerintah Kota Manado, Dewan Perwakilan Daerah Kota Manado, SKPD Polisi Pamong Praja serta Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado yang mempunyai wewenang untuk melakukan kontrol terhadap regulasi-regulasi (penilaian kinerja, promosi jabatan dan kenaikan pangkat) dan sumber-sumber keuangan rutin (gaji, tunjangan kinerja, uang makan-minum, dana operasional dan lain sebagainya) dari aparat penertib POL-PP selaku eksekutor atau pelaksana dari kebijakan relokasi PKL di Kota Manado. 
Dengan demikian, pejabat-pejabat tinggi dari lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif tersebut, secara langsung dapat mempengaruhi kepatuhan aparat pelaksana kebijakan relokasi PKL (POL-PP) melalui penga​wasan/kontrol informal dan perubahan formal terhadap regulasi dan sumber keuangan rutin.
Pengawasan/kontrol di lakukan melalui turun langsung kelapangan yang di laksanakan oleh Pemerintah Kota Manado, Dewan Perwakilan Daerah Kota Manado, SKPD Polisi Pamong Praja, Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado atau pihak-pihak terkait (stakeholders) lainnya secara terus-menerus untuk memantau secara langsung kinerja dan mencari temuan terhadap pelanggaran oleh aparat POL-PP.
2.	Analisis Kelompok Sasaran Kebijakan (Target Group) dalam Implementasi Kebijakan Relokasi PKL di Kota Manado.
Kelompok sasaran kebijakan (target group) adalah aktor-aktor perorangan di luar pihak Pemerintah Kota Manado yang menjadi tujuan atau sasaran dari implementasi kebijakan relokasi PKL di Kota Manado. Mereka lazimnya disebut dengan pedagang kaki lima (PKL). Secara historis, Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu kelengkapan kota-kota di seluruh dunia. Sebagai kelengkapan, pedagang kaki lima bagi sebuah kota memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosio-kultural, dimana PKL tidak hanya dilihat sebagai pusaran yang menentukan  proses produksi dan distribusi yang sangat menentukan tingkat kegiatan ekonomi masyarakat dan Negara namun juga telah menghidupkan dan membuat kota selalu semarak, tidak sepi, dan dinamis. Selain itu, melalui PKL, karya-karya budaya suatu daerah diperkenalkan kepada masyarakat lokal maupun masyarakat luar daerah. Sehingga, keberadaan pedagang kaki lima, menjadi daya tarik dan menciptakan corak tersendiri bagi sebuah kota (Tanjung, 2013). 
Dari hasil wawancara, di ketahui bahwa keberadaan PKL di Kota Manado secara historis sudah mencapai lebih dari lima dasawarsa. Dengan rentang waktu yang panjang itu, PKL telah berkontribusi bersama Pemerintah Kota Manado dalam menggerakan roda ekonomi Kota Manado, selain itu pula PKL menjadi pemicu pertumbuhan wilayah pusat Kota Manado (kompleks pasar 45) yang dulunya hanya merupakan lahan kosong. Lahan kosong itu yang digunakan PKL untuk berdagang maka secara lambat-laun berubah menjadi pasar tradisional yang kemudian diikuti dengan mulai berdirinya gedung-gedung pertokoan, pusat perbelanjaan seperti di kawasan Jl. Sam Ratulangi, shooping center, serta pasar-pasar swalayan yang dikenal khalayak ramai sekarang ini. Dengan demikian, kontribusi PKL bersama Pemerintah Kota Manado, telah menumbuh-kembangkan Kota Manado menjadi sebuah kota yang maju, semarak dan menarik baik bagi masyarakat lokal masyarakat luar daerah maupun turis mancanegara yang berkunjung di Kota Manado.
Disatu sisi, seiring dengan perjalanan waktu, kawasan pusat Kota Manado berkembang menjadi kawasan bisnis dan hiburan yang modern.Namun, dilain sisi, kawasan ini juga berfungsi sebagai pasar tradisional rakyat atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasar 45. Kawasan ini amat strategis, karena letaknya tepat berada di jantung kota kemudian merupakan tempat pertemuan arus pejalan kaki dan arus kendaraan sehingga sangat diminati PKL untuk berjualan. Keberadaan PKL dari tahun ke tahun di kawasan ini cenderung mengalami fenomena peningkatan sehingga terjadi akumulasi jumlah PKL. Fenomena akumulasi PKL dikawasan ini terasa semakin kompleks karna selain sebagai tempat berjualan, PKL juga memanfaatkannya secara sepihak (illegal) menjadi tempat pemukiman, sehingga segala interaksi sosial, budaya dan ekonomi di kawasan ini bercampur aduk menjadi satu. Kondisi ini ternyata telah membawa dampak atau akibat yang negatif mulai dari lalu lintas menjadi macet sampai dengan menimbulkan polusi atau pencemaran lingkungan dari sampah organik dan non organik sisa dagangan PKL sehingga kesemuanya itu memberikan kesan kumuh dan semrawut serta menimbulkan kerawanan sosial disekitar kawasan.
Beranjak dari akumulasi kompleks jumlah PKL yang menimbulkan terganggunya estetika, fungsi sarana prasarana serta kelancaran lalulintas di kawasan pusat Kota Manado, maka sejak tahun 2009, Pemerintah Kota Manado memberlakukan Kebijakan Relokasi bagi PKL dalam Perda Kota Manado No 18 Tahun 2002. Tujuan dari Kebijakan Relokasi ini supaya PKL menjadi lebih tertib dan tertata. Namun, dalam kenyataannya dilapangan, masih saja terlihat oknum-oknum PKL tak mematuhi kebijakan ini, mereka kembali berjualan di kawasan pusat kota (eks pasar 45) baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi walaupun aparat Polisi Pamong Praja telah berkali-kali melakukan upaya penertiban. Penyebab ketidakpatuhan PKL terhadap kebijakan relokasi ini tidak jelas dan sulit di pahami oleh Pemerintah Kota Manado, mereka (PKL) cenderung bertindak berdasarkan pemikiran serta alasan-alasan pribadi.
Fenomena atau gejala diatas oleh Dunsire (1978) dinamakan sebagai ‘implementation gap’ yaitu suatu keadaan di mana dalam proses kebijaksanaan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Dari hasil wawancara, di ketahui bahwa betapa sulitnya upaya untuk menata PKL, walaupun sudah di buat kebijakan yang baik sekalipun namun masih saja para PKL sering melanggarnya.Mereka tampak tidak peduli dengan pentingnya masalah kebersihan dan keteraturan tempat berjualan.Mereka juga bersikeras untuk menempati tempat atau sarana-sarana umum yang seyogyanya ditujukan bagi layanan publik bukan sebagai tempat untuk berdagang.Selain itu, PKL yang notabenenya sudah menempati kawasan relokasi malah justru kembali berjualan di tempat terlarang.
Dengan demikian, itikad baik (good will) Pemerintah Kota Manado lewat penyediaan lokasi baru di kawasan relokasi kalimas Manado (kompleks pasar bersehati Manado) menjadi tidak efektif karena sikap yang tidak konsisten dari PKL dalam menaati kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Manado demi kebaikan PKL itu sendiri.
Menurut Anderson (1979), penilaian terhadap kebijakan publik kerap kali menunjukkan bahwa kebijakan publik tersebut tidak mencapai hasil atau tidak memperoleh dampak yang di harapkan (intended impact). Tidak tercapainya tujuan kebijakan publik tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama, masyarakat memberikan respon atau melaksanakan kebijakan publik dengan caranya sendiri sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampak yang diharapkan (intended impact). Kedua, problema publik seringkali timbul karena adanya pelbagai macam faktor, sedangkan kebijakan publik seringkali di rumuskan hanya atas dasar salah satu dan sejumlah kecil faktor-faktor tersebut. Dengan sedikitnya faktor-faktor yang di pertimbangkan tersebut, akan berakibat sulitnya kebijaksanaan itu memberikan dampak yang diharapkan.  Ketiga, terbatasnya sumberdaya-sumberdaya yang di butuhkan, yaitu lokasi, sarana-prasarana dan sebagainya.
Dengan demikian, faktor-faktor diatas harus segera di evaluasi oleh pemrakarsa kebijakan (the center) baik oleh Pemerintah Kota Manado melalui Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado, Dewan Perwakilan Daerah Kota Manado, SKPD  Polisi Pamong Praja  Kota Manado maupun pihak APKLI dengan tetap mempertimbangkan fungsi ekonomi dan fungsi sosio-kultural PKL. Sehingga, kesenjangan antara apa yang di harapkan dengan apa yang senyatanya di capai (implementation gap) tidak berlarut-larut terjadi serta dampak yang tidak di harapkan (unintended impact) dari proses implementasi kebijakan relokasi PKL dapat di minimalisir.


PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Manado maka ada beberapa hal penting dapat di simpulkan sebagai berikut :
1.	Perda Kota Manado No. 18 Tahun 2002 tentang peningkatan ketentraman dan ketertiban di Kota Manado untuk merelokasi PKL tidak valid dan saling bertentangan dengan Perpres No. 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL dan Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan PKL. 
2.	Kemanfaatan sosial dari kebijakan relokasi terhadap PKL yang berhak memperoleh hak kesejahteraan untuk mempertahankan hidup belum dapat di distribusikan secara berimbang atau proporsional.  
3.	Kompromi yang terjadi antara oknum aparat POL-PP dan PKL telah menggambarkan rendahnya komitmen aparat pelaksana lapangan dalam menegakkan tujuan-tujuan resmi dari kebijakan relokasi PKL.  
4.	Perilaku aparat POL-PP dalam menegakan aturan hanya suatu perilaku semu, karena di lain waktu mereka meminta imbalan (transaksional).
5.	PKL cenderung menunjukan perilaku inkonsistensi terhadap aturan sehingga terus menciptakan kesenjangan dalam proses implementasi kebijakan di lapangan (implementation gap). 
6.	Himpitan ekonomi dan kebutuhan hidup menjadi pendorong utama PKL untuk melanggar aturan.
Beberapa hal yang dapat di kemukakan sebagai saran yaitu sebagai berikut:
1.	Perlunya melakukan penyesuaian dengan Perpres No. 125 Tahun 2012 dan Permendagri No. 41 Tahun 2012.
2.	Perlu adanya zonafikasi yang baik dalam hal pengaturan area, waktu, jenis barang, sarana dan mekanisme berjualan.
3.	PD Pasar dan POL-PP perlu memaksimalkan desiminasi (penyebarluasan) kebijakan dengan menggarap media-massa lokal untuk mengadakan sosialisasi agar masyarakat umum termasuk PKL dapat mengetahui dan memahami kebijakan relokasi PKL yang di buat oleh Pemerintah Kota.
4.	Perlu adanya dukungan dari pemegang otoritas tertinggi di pihak DPRD dan Pemerintah Kota Manado dalam bentuk pengawasan dan evaluasi secara berkala dari kebijakan relokasi PKL. 
5.	Perlu di terapkan pendekatan perilaku oleh PD Pasar dan POL-PP dalam bentuk pemberian informasi secara jujur jika terjadi perubahan-perubahan dalam kebijakan relokasi PKL.
6.	Perlu PKL untuk melibatkan diri secara terbuka, aktif, dan sukarela dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan PKL dalam mematuhi aturan-aturan dalam kebijakan relokasi. 
7.	Perlunya pemberdayaan PKL secara berkelanjutan dengan membangun kemitraan antara Pemerintah Kota Manado.
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